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SALINAN

BUPATI KAMPAR
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-
Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Daerah,

. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa
dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Républik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8.

10.

11

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menetapkan :

dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 dihapus, sehingga Pasal 51

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 55 dihapus.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56
berbunyi sebagi berikut:

Pasal 56
(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak
BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan
dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah

Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan :

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur
berdasarkan luas tempat wusaha, frekuensi
pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas pasar grosir,pertokoan, dan/atau tempat
usaha lainnya,;

b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas,
frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas tempat penginapan atau
pesanggrahan atau villa;

c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur
berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi
layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas
tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

e. penjualan  produksi usaha Daerah  diukur
berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha
Daerah; dan

f. pemanfaatan  aset Daerah diukur berdasarkan
jenis layanan, frekuensi layanan dan/ atau

jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

6. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal
84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan
Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang

bersangkutan.




(2)

(3)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan :

a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang
mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
layanan;dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau
jangka waktu layanan.

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan

penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas :

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :

1. luas Total Lantai;

2. indeks Lokalitas;

3. indeks Terintegrasi; dan

4. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung,
meliputi:

1. volume;
2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

3. indeks Bangunan Gedung Terbangun

7. Ketentuan ayat {5}, ayat {9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 86

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 86

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan
tarif Retribusi.

Khusus untuk Reribusi Perizinan Tertentu atas
pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang
dihitung Tberdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG

dengan harga satuan Retribusi PBG.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas :

a. SHST untuk Bangunan Gedung ;atau

b. HSPBG untuk prasarana Bangunan Gedung.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain
rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus
dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Struktur, Jenis Pelayanan dan besaran tarif Retribusi
Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekah.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran
harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks
Lokalitas.

(10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



10.

11.

12.

(11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Ketentuan Lampiran II angka | PELAYANAN PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA ditambahkan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran Il angka V huruf ¢ PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran II angka VI Pemanfaatan Aset, angka 1
Pemakaian Gedung diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran II Angka VI Pemanfaatan Aset Angka 7
Pemanfaatan Aset pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran II Angka VI Pemanfaatan Aset Angka 8
Pemanfaatan Aset pada Dinas Kesehatan diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR
Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 21 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR : 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting
dalam struktur keuangan Daerah, sekaligus menjadi sumber utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaturan yang baik terhadap pajak dan
retribusi Daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal,
memperkuat kapasitas keuangan Daerah, serta mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan upaya pengelolaan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut pajak dan retribusi Daerah. Kewenangan ini diperkuat melalui
langkah-langkah strategis, antara lain restrukturisasi jenis pajak,
penambahan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru,
penyederhanaan jenis retribusi, serta harmonisasi ketentuan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan menyesuaikan regulasi
mengenai pajak dan retribusi Daerah agar selaras dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar
telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan
retribusi di wilayah Kabupaten Kampar. Seiring berjalannya waktu,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan

melakuakan evaluasi terhadap peraturan Daerah tersebut serta menguji



IL.

kesesuaian antara Peraturan Daerah yang dimaksud dengan kepentingan
umum, ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan kebijakan
fiskal nasoinal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup Jelas
Pasal [i

Cukup Jelas
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